
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG AKUNTABEL,

TRANSPARAN, EF`EKTIF DAN PROF`ESIONAL (Digiprom) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang         :   a.     bahwa     dalam     rangka     meningkatkan     pelaksanaan

pelayanan publik yang akuntabel, transparan, efisien dan
profesional  kepada  masyarakat,  dipandang  perlu  untuk
membuat  sebuah  terobosan  dengan  aplikasi yang  dapat
memberikan  kemudahan  di  dalam  proses  perizinan  dan
non perizinan lainnya;

b.     bahwa untuk mendukung upaya pelaksanaan peningkatan

pelayanan publik kepada masyarakat dibutuhkan Sistem
lnformasi Pelayanan yang Akuntabel, Transparan,  Efektif
dan   Profesional   (Digiprom)   di   Lingkungan   Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati   tentang   Penetapan   Aplikasi   Sistem   lnformasi
Pelayanan   Yang   Akuntabel,   Transparan,    Efektif   dan
Profesional     (Digiprom)      di     Lingkungan     Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

Mengingat            :    1.     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     2008     tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



2.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor    112,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5038);

3.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang     Nomor      2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(I+embaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor    41,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6856);

4.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil    Negara    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun  2023  Nomor   141,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6897) ;

5.     Undang~Undang    Nomor     107    Tahun    2024     tentang
Kabupaten  Cirebon  di  Provinsi  Jawa  Barat  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2024   Nomor   293,
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 7044);

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun   2012   tentang
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2009
tentang  Pelayanan  Publik   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012  Nomor 215,  Tambahan .Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

7.     Peraturan   Presiden   Nomor   97   Tahun   2014   tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

1_\,

8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  138 Tahun 2017

tentang  Penyelengaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Daerah  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2017
Nomor  1956);



9.     Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  1
Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor    12   Tahun   2016   tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon      (I,embaran      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun 2021 Nomor 1);

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023
tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 2);

11.  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61  Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Mat   Pelayanan  Publik   (Berita  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 61);

12.  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata   Kelja   Dinas   Penanarnan   Modal   dan   Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  (Berita  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2023 Nomor 151).

MEMUTUSRAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

:   Aplikasi     Sistem    Informasi    Pelayanan    Yang    Akuntabel,
Transparan,  Efektif dan Propesional (Digiprom)  di Lingkungan
Pemerintah    Kabupaten    Cirebon    dengan    Alamat   Website

(https:/ /digiprom.cirebonkab.go.id/)   sebagaimana   tercantum
dalam Lalnpiran yang merupakan bagian tidak teapisahkan dari
Keputusan ini.

:   Aplikasi    Sistem    Informasi    Pelayanan    Yang    Akuntabel,
Transparan,  Efektif dan Propesional (Digiprom)  di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum KESATU wajib digunakan oleh Perangkat Daerah/ Unit
Kerja  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dalam
Transparansi Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Cirebon.



KETIGA                :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal    22  ±`pril  2925

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN       :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR            : OOO.8.3.4/Kep.197  -DPMPTSP/2025

TANGGAL 22   Ar}ril   2025

TENTANG       :   PENETAPAN     APLIRASI      SISTEM      INFORMASI
PELAYANAN  YANG  AKUNTABEL,   TRANSPARAN,
EFEKTIF    DAN    PROFESIONAL    (Digiprom)     DI
LINGKUNGAN         PE M ERI NTAH         RABUPATEN
CIREBON

APLIRASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN,

EFEKTIF DAN PROF`ESIONAL (Digiprom) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

RABUPATEN CIREBON
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BUPATI CIREBON,

IMRON



Telah Diperiksa           Draft Keputusan Bupati cirebon tentang penetapan Aplikasi sistem
lnformasi Pelayanan yang Akuntabel Transparan Efektif dan   Profesional

:   (Digiprom) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon

Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Analis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE

ULASAN

Tanggal

Cirebon tentang Penetapan Aplikasi Sistem lnformasi Pelayanan yang
Akuntabel Transparan Efektif dan   Profesional (Digiprom) di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Cirebon, kami berkesimpulan bahwa
substansinya telah sesuai

13 Maret 2025
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PEMERINTAH KABuPATEN CIREB0N

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADu SATu PINTu
Jalan Sunan Draja`t  No. 01  Telp/ Fax  (0231) 323631

Website : dpmptsp.cirebonkab.go.id  e-mail : dispmptsp@cirebonkab.go.id
SUMBER -45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari

Tang8al
Nomor
Lampiran
Perihal

: Yth. Bupati Cirebon
:  Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Cirebon
: 26 Februari 2025
•.€co-rL.b.€/3sq|r>pNNPT9P

: 1 (satu) berkas
: Rancangan  Keputusan  Bupati  tentang  Penetapan  Aplikasi  Sistem

lnformasi   Pelayanan   Yang   Akuntabel,   Transparan,   Efektif   Dan
Profesional   (Digiprom)   di   Lingkungan   Pemerintahan   Kabupaten
Cirebon

Dipermaklumkan  dengan  hormat,  berdasarkan  Perda  No  02  Tahun  2023
tentang  Perizinan  Berusaha  kiranya  dipandang  perlu  untuk menetapkan  Keputusan
Bupati  tentang  Sistem  lnformasi  Pelayanan  Terintegrasi  sebagai  sistem  pendukung
pelaksanaan OnJI.J]e SI.ngJe Submi.ssi.on  (OSS) dalam bentuk Sistem Informasi Pelayanan
Yang Akuntabel, Transparan, Efektif Dan Profesional (Digiprom).

Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  kiranya  Bapak  Bupati  berkenan  untuk
menyetujui  sekaligus  menandatangani  rancangan  Keputusan  Bupati tentang aplikasi
Di8iprom.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami haturkan banyak terima
kasih.

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN

Pembina Tk. I
NIP.197004212003121004


